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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANITA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006

BUPATI TEGAL,

bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nemor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006, maka perlu menyusun Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2006 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu  menectapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pc,ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Icgal Tahun 2006 ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

. Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesgia Nomor 4389) ;

Undang-undang Nowor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Anfara Pemerintah Pusat dan Dareh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Tegal dan Kabupaten Dacrah
Tingkat 1T Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3221);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3956) ;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembanthan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) ;" :

12, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Dacrali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

°14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4330 );

15, Kepuiusan Presiden Nomor 61 Tahan 2004 tentang Perubahan Atas
Keputvsan Pregiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77) ;

16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua
Atag Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 36) ;

17. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi
Umum Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota ;

18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2003 Nomor 11) ; '

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun, 2003 Nomor 13) ;

z1. Peraturan Dacrah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaien Tegal Tahun
2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 1 ) ;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN

PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006.
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Pasal 1
Pedoman. Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah disamping scbagai Pengguna Anggaran juga
sebagai Pengguna Barang/Jasa.
(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengangkat Pengguna Barang/Jasa sesuai
kebutuhan,
Pasal 3
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan int mulai berlaku pada tanggall Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.
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pada tanggal ~
BUPATI TEGAL,
e
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